PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM: STUDI KOMPARASI PANDANGAN
TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:
SYAIFUL RIZAL
NIM:13360058

PEMBIMBING:
DR. MUHRISUN, S.AG., BSW., M. AG., MSW.
NI1P:19710514 199803 1 003

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021



ABSTRAK

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan sebuah
problem yang sangat penting untuk dicermati. Di Indonesia tidak sedikit kasus
hukum yang melibatkan anak-anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban,
sehingga kemudian mereka harus berhadapan dengan hukum. Penerapan sanksi
pidana penjara kurungan kepada anak mengandung lebih banyak aspek-aspek
negatif dari pada aspek-aspek positifnya. Hal tersebut mendasari perubahan dan
perkembangan hukum pidana, dimana salah satunya mendorong munculnya suatu
paradigma baru, yakni restorative justice, dalam penenganan kasus anak yang
berhadapan dengan hukum. Asas ini mendorong diberlakukannya sanksi pidana
bagi anak-anak yang terlibat masalah hukum dengan pendekatan yang lebih
mendukung perubahan perilaku sesuai dengan tumbuh kembang anak. Peran
lembaga masyarakat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjadi
alternatif penerapan paradigma restorative justice. Oleh karena itu penyusun
merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Asas
Restorative Justice dalam Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum: Studi
Komparasi Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi
lapangan, melalui wawancara yang melibatakan tokoh-tokoh dari Muhammadiyah
dan Nahdlatul Ulama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama menyetujui dan mendukung penerapan asas restorative justice.
Upaya diversi yang ditempuh sebagai bagian dari penerapan asas restorative
justice tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah dan konsep mashlahah-mursalah
yang terdiri atas: Pertama, mempertimbangkan kebutuhan manusia; Kedua,
rasionalitas hukum dan pertanggung jawaban manusia; serta Ketiga, perlindungan
dari bahaya sesuai dengan tujuan dari berlakunya hukum. Asas restorative justice
tersebut menjaga mashlahah dzururiyah yang mengupayakan terwujudnya tujuan
syari’at (maqasid as-syari’ah) yaitu, pemeliharaan terhadap keluarga dan turunan
(al- muhafazah ‘ala an-nashl) yang merupakan jaminan bagi anak-anak untuk
mendapatkan hak hidup dan tumbuh sesuai dengan fase perkembangannya.

Kata Kunci: Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), Restorative Justice,
Diversi, Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’



ABSTRACT

The increasing number of cases of children in conflict with the law has
been one of the major issues discussed in the society. For some reasons, children
in Indonesia have to face legal charges which drag them to be in conflict with the
law, both as perpetrators, witnesses or victims. Studies show that the approach of
imprisonment for children gives more negative impacts rather than the positive
aspects. This urges changes within the government policy as it relates to the
implementation of criminal law. Restorative justice is the new approach mandated
by the Indonesian policies in response to cases of children in conflict with the law.
The role of prominent community mass oraganisations, such as Muhammadiyah
and Nahdlatul Ulama is noted to be more important within the government agenda
to promote new approach of restorative justice in the society. It is the aim of this
study to explore the views of ulama from Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama
in regards to children in conlfict with the law, especially on how resotarive justice
should be implemented.

It is found that ulama from both Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama are
in agreement in regards to the important of the application of restorative justice
approach in cases of children in conflict with the law. This approach aims to
maintain mashlahah dzururiyah which strives for the implementation of the goals
of shari'ah (maqgasid as-syari‘ah), especailly as it relates to the maintenance of
families and derivatives ( al-muhafazah 'ala an-nashl) which is the basic right for
every child to live and grow up in a healthy and strong manners, through his/her
stages of development.

Keywords: Children in Conflict with the Law (ABH), Restorative Justice,
Diversion, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama Views'
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam
tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah
pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi
Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat
Keputusan Bersama Menteri Agama Repubik Indonesia dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987

dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai

berikut:
A. Konsonan Tunggal
Huruf
Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba’ B Be
< ta’ T Te
& §3° S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
d ha’ H ha (dengan titik di bawah)
d kha’ Kh ka dan ha
] Dél D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)




J ra’ R Er

J Zai z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye

ol Sad S es (dengan titik di bawah)
ua Dad D de (dengan titik di bawah)
b ta’ T te (dengan titik di bawah)
b 7& 4 zet (dengan titik dibawah)
i ‘ain : koma terbalik (di atas)
& Gain G ge dan ha

i fa’ F Ef

3 Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

o Ndn N En

3 Wawl w We

A ha’ H Ha

s Hamzah ’ Apostrof

T ya’ Y Ye




B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :
J3 Ditulis Nazzala
O Ditulis Bihinna

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

4daSa Ditulis Hikmah

dle Ditulis ‘Illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan
sebagainya. Kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu

terpisah maka ditulis dengan h.

el V1) 8 Ditulis Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan

dammabh ditulis t atau h.

PRES Ditulis Zakah al-Fitri
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D. Vokal Pendek
- Ditulis A
fathah Ditulis fa’ala
Jad
_ Ditulis |
kasrah Ditulis Zukira
S
2 Ditulis U
dammah Ditulis Yazhabu
Al
E. Vokal Panjang
Fathah + alif Ditulis A
Pt Ditulis Fala
Fathah + ya’ mati Ditulis A
(ol Ditulis Tansa
Kasrah + ya’ mati Ditulis 1
el Ditulis Tafshil
Dlammah + wawu Ditulis U
mati Ditulis Ustl
Jyal

Vokal Rangkap




Fathah + ya’ mati Ditulis Al

1 o Ditulis az-Zuhaili
Fatha + wawu mati Ditulis Au

? 4l gal) Ditulis ad-Daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan

dengan Apostrof
Al Ditulis A’antum
e Ditulis U’iddat
A Syl Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J\,

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh Huruf Syamsiyyah dan kata sandang
yang diikuti Huruf Qamariyyah.
1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang vyang diikuti olen Huruf Qamariyyah

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

Al Ditulis Al-Qur’an

il Ditulis Al-Qiyas

-
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2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan
Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan

huruf | (el) nya.

¢ lacad Ditulis As-Sama’
gl Ditulis Asy-Syams

. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

a5 Al s 3 Ditulis Zawi al-Furid

FERTHTY] Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.
Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan
huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata
sandangnya.
K. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz,
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shalat, zakat dan sebagainya.

Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-
kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris,
Figh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal
dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish
Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab,

misalnya Mizan, Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya konsep hukum pidana positif dalam penyelesaian kasus
pidana diselesaikan melalui jalur formal, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab
Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu melalui jalur lembaga peradilan
(litigasi). Jalur ini dikenal dengan istilah in court system, dimana ada tiga hal
yang harus dicapai dalam hasil akhir yang akan dikeluarkan oleh lembaga
peradilan, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.* Namun pada
implementasinya sulit untuk mencapai ketiganya secara bersamaan. Adapun
hasil yang akan dicapai ketika melalui jalur litigasi pada proses
penyelesaiannya terdapat istilah win lose solution, dimana terdapat pihak yang
menang dan ada pihak yang kalah. Dalam konteks ini, pihak yang kalah dapat
mencari keadilan pada tingkat peradilan lebih lanjut. Secara universal, hal ini
dianggap sebagai salah satu kelemahan bagi suatu lembaga litigasi yang tidak
dapat dihindari walaupun sudah menjadi suatu ketentuan.?

Kelemahan-kelemahan tersebut, juga sering terjadi dalam proses
penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
Putusan akhir yang dihasilkan setelah proses persidangan yang diharapkan

dapat menyelesaikan perkara justru memunculkan perkara yang baru. Anak

1 Sudikno Mentokusumo, ilmu Hukum Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta, 1997. HIm 98.
2 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di luar Pnegadilan, PT. Gramedia Utama,
Jakarta, 2001. HIm 3
1



yang melakukan kejahatan harus benar-benar mendapatkan perhatian khusus
agar jangan sampai masa depan anak terkorbankan dengan melibatkan proses
peradilan pidana dan mendapatkan hukuman atas perbuatannya.?

Pada awalnya, undang-undang yang mengatur tentang peradilan anak,
diterapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan
anak, melalui system diskresi dengan konsep retributive.* Namun seiring
berjalannya waktu terlihat adanya kekurangan dan kelemahan dalam undang-
undang ini, khususnya terkait aspek pemidanaan. Hal ini disebabkan, adanya
pengaruh pemikiran aliran klasik yang memiliki landasan berpikir pembalasan
yang sangat melekat. Sehingga dalam tataran implementasi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 dianggap tidak dapat mewujudkan bahkan bertentangan
dengan prinsip utama hak anak, yaitu “kepentingan terbaik bagi anak” dalam
Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 2 (b).>
Undang-undang tersebut cenderung menggunakan vyuridis formal yang
mengedepankan  penghukuman (retributive). Paradigma penangkapan,
penahanan dan hukuman penjara terhadap anak berpotensi membatasi

kebebasan dan merampas kemerdekaan anak.®

3 Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan
Restorative Justice, (Bandung; Refika Adintama, 2009), him. 143.

# Undang-undang No 3 Tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak.

® Fathuddin Muchtar, Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Daerah Istimewa
Yogyakarta & Semarang, Samin Yayasan Setara, 2006, Hal 14.

6 Yutirsa, Analisis Konsep Restoratif Justice melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak di Idonesia, VVol.2. No 2 Tahun 2013 Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum
Nasional, (Agustus 2013), him. 232



Proses pemidanaan yang berlaku di Indonesia tidak memberikan ruang
terhadap para pihak yang terlibat, yaitu pelaku dan korban untuk ikut
berpartisipasi aktif dalam penyelesaian perkara mereka.

Salah satu jenis sanksi pidana adalah pidana pencabutan kemerdekaan
yang populer disebut dengan pidana penjara dan pidana kurungan. Penerapan
sanksi pidana penjara dan penjara kurungan dipandang lebih banyak aspek-
aspek negatif daripada aspek-aspek positifnya. Pemidanaan itu lebih
berorientasi pada si pelaku atau sering disebut pertanggungjawaban individual
atau personal (Individual responsibility) dimana pelaku dipandang mampu
untuk mempertanggungjawabkan secara penuh atas perbuatannya. Sedangkan
seorang anak merupakan individu yang belum dapat menyadari sepenuhnya
atas perbuatannya, sebab seseorang pada usia anak merupakan individu yang
belum matang dalam berfikir.”

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dianggap
tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap
tatanan hukum, sebab secara komprehensif belum memberikan perlindungan
dan keadilan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu
diganti dengan undang-undang yang baru.®

Anak yang melakukan kejahatan harus diperhatikan agar hak-hak anak

dapat terpenuhi dan menyelamatkan masa depannya dengan tidak melibatkan

7 Eva Rosari Sitindaon, Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Sebelum dan Sesudah Pengaturan Restorative Justice di Indonesia, Jurnal llmiah, Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012. Him 4.

8 Ahkmad shodikin, Konsep Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang
Dilakukan Oleh Anak Perspeektif Hukum Islam, Jurnal, Kajian Hukum Islam, (Desember, 2018).
Hlm, 198.



seorang anak dalam proses peradilan pidana dan memberikan hukuman atas
perbuatannya.® Semakin maraknya kasus anak yang berhadapan dengan
hukum semua itu kembali pada pola asuh, pola pendidikan dan pengawasan
dari keluarga dan masyarakat. Kelalaian orang tua dalam pemenuhan hak-hak
anak, kurangnya kasih sayang dan perhatian sehingga anak terpengaruh oleh
lingkungan sebagai akibat dari lepasnya kontrol atau pengawasan orang tua
terhadap ruang lingkup pergaulan si anak.

Seiring perjalanan waktu, kasus pidana yang dilakukan oleh anak atau
masalah anak berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan
mekanisme baru, yaitu dengan menggunakan paradigma restorative justice
melalui system diversi.’® Saat mengkaji permasalah ini, upaya untuk memecah
kebuntuan hukum tertuang dalam Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan
tahun 2009 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala
Kepolisian RI, Menteri Hukum dan Ham RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tentang Penanganan
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.'* Pasal 2 ayat (1) menyebutkan
tujuan dibuatnya Keputusan Bersama tahun 2009 untuk memberikan
perlindungan dan rehabilitas sosial terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum, serta memberikan sebuah alternatif baru penyelesaian kasus pidana

anak bernama restorative justice atau keadilan restoratif. Hal ini, sebagai

9 Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan
Restorative Justice, (Bandung; Refika Adintama, 2009), him. 143.

10 Riza Nizarli, Evaluasi Reformasi Kepolisian Dalam Menangani Anak Berhadapan dengan
Hukum, KANUN: Jurnal Ilmu Hukum No.54 Tahun XIII, (Agustus, 2011). HIm. 57.

11 Ds. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di
Pengadilan Anak, Depok, Indie Publishing , 2012, HIm 197.



respon atas kegagalan sistem peradilan pidana yang memakai paradigma
retributive, juga didasari dinamika perubahan dan perkembangan hukum
pidana. Maka, muncul suatu paradigma baru yang disebut Restorative justice.

Proses Diversi dilakukan melalui suatu rangkaian musyawarah dengan
melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya,
pembimbing kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan
pendekatan Keadilan Restoratif.?? Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat
melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat, “penjelasan
pasal 8 ayat (2) Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain tokoh
agama, guru, dan tokoh masyarakat.

Penerapan restorative justice pelaku didorong untuk memperbaiki
kerugian yang telah ditimbulkan pelaku kepada korban, keluarga dan juga
masyarakat. Keadilan yang dilandasi perdamaian (peace) antara pelaku,
korban dan juga masyarakat itu menjadi moral etik paradigma restorative
justice. Hal tersebut memicu disahkannya Undang-Undang nomor 11 tahun
2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA), seperti tertuang dalam
pasal 6 jo pasal 8 yang menekankan penggunaan konsep keadilan restoratif
melalui diversi.®* Konsep ini memungkinkan penyelesaian perkara anak ke
luar ranah peradilan pidana. Paradigma keadilan restorative lebih
mengedepankan konsep diskresi untuk menyelesaikan masalah anak yang
berhadapan dengan hukum (ABH), mengedepankan kepentingan terbaik bagi

anak tanpa mengesampingkan korban bahkan mengakomodir posisi korban,

12 penjelasan pasal 8 ayat (1) Orang tua dan wali Korban dilibatkan dalam proses Diversi
dalam hal korban adalah anak.
13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



namun paradigma ini tidak berlaku secara maksimal sesuai yang diharapkan,
masih banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum tetap harus
diselesaikan melalui mekanisme peradilan, dimana hal ini menimbulkan
banyak sekali kontrofersi di masyarakat.**

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya
perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak
(fundamental right and freedom of child), serta berbagai kepentingan yang
berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, upaya perlindungan hukum
bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.*

Tujuan peradilan (maksudnya pengadilan anak) bukan hanya menyatakan
terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit kemudian menjatuhkan putusan saja,
melainkan menyelesaikan perkara. Putusan itu harus menuntaskan perkara,
bahwa suatu putusan harus dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan perkara
baru. Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan, perlu mendapat
perhatian dan perlakuan khusus pula, maka dalam sistem peradilan pidana
anak ini, jangan hanya fokus pada terbukti tidaknya perbuatan atau
pelanggaran yang dilakukan si pelaku anak tersebut, akan tetapi harus lebih
memperhatikan dan mempertimbangkan latar belakang, penyebab serta

motivasi pelanggaran atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak,

14 Ifa latifa Fitriani “Islam dan Keadilan Restorative Pada Anak Yang Berhadapan dengan
Hukum”, Skripsi fakultas Syari’ah dan Hukum, 2012.
15 Mulyadi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, 1.



kemudian apa kemungkinan akibat dari putusan itu bagi anak demi masa
depan si anak.®

Dari berbagai pemaparan di atas penulis ingin menggali lebih dalam lagi
tentang penerapan paradigma Restorative justice ini, menurut pandangan
tokoh dari dua ormas besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul
ulama. Bagaimana kedua ormas tersebut menyikapi penerapan konsep
paradigma restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak yang
berhadapan dengan hukum dalam konteks saat ini terkait bagaimana
relevansinya dan bagaimana kontribusi dari tokoh kedua ormas tersebut

terhadap sistem hukum pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas agar dapat tercapainya
pemahaman yang sistematis, menggambarkan pembahasan dan metodologi
penyusunan serta memberikan penjelasan yang tidak menyimpang dari tujuan
penyusunan oleh karena itu penyusun memberikan batasan ruang lingkup
pembahasan dengan merumuskan pokok permasalahan dalam penulisan
skripsi ini yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
tentang penerapan asas restorative justice dalam kasus anak yang

berhadapan dengan hukum?

16 Sudikno Mertokusumo, “Kedudukan dan Wewenang Peradilan Anak dalam Sistem
Peradilan di Indonesia” dalam Romli Atmasasmita (ed.) 1997, Peradilan Anaka di Indonesia,
Bandung: Mandar Maju, him. 51.



2. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
tentang asas restorative juctice ditinjau dari perspektif maslahah-

mursalah?

C. Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan para tokoh Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama terhadap penerapan paradigma restorative justice dalam
kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan para
tokoh kedua ormas tersebut terhadap penerapan paradigma restorative
justice dalam perspektif maslahah-mursalah.

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan
sumbangsih  pemikiran ilmu pengetahuan dalam bidang hukum
perlindungan anak khususnya dalam kasus anak yang sedang berhadapan
dengan hukum. Pembahasan ini berkaitan tentang bagaimana persamaan
dan perbedaan pandangan para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul
Ulama, diharapkan mampu dijadikan dasar untuk membuka wawasan
pemikiran dan pengetahuan kita pentingnya sebuah analisis yang dilihat
dari sudut pandang yang berbeda.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah lautan

ilmu pengetahuan yang mendalam, memperluas cakrawala pengetahuan



terkhusus dalam masalah hukum pidana anak, sistem peradilan pidana
anak, hukum perlindungan anak dan hak-hak anak. Secara tidak langsung
agar memberikan bahan pertimbangan khususnya kepada warga
masyarakat Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama dan rakyat Indonesia
pada umunya, apabila menemui kasus seorang anak yang berhadapan

dengan hukum.

D. Telaah Pustaka

Guna menghindari terjadinya persamaan terhadap penelitian yang sudah
ada sebelumnya maka penyusun melakukan penelusuran terhadap penelititan-
penelitian yang sudah ada. Dari beberapa penelusuran yang dilakukan
terdapat beberapa penelitian yang membahas tema yang sama namun fokus
pembahasan berbeda dengan apa yang akan dibahas oleh penyusun,
diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Penerapan Restorative Justice (Keadilan restoasi)
Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum
posistif Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. Yang ditulis oleh Qismanul
Hakim, dalam penelitian ini dikataklan bahwa penyelesaian kasus
penganiayaan yang dilakukan oleh anak di dalam hukum pidana positif dapat
digunakan dengan menggunakan pendekatan sarana non penal seperti yang
tertuang dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012, dimana adanya upaya
diversi yang mengupayakan tindak pidana diselesaikan diluar pengadilan

sesuai cara-cara yang di sahkan. Pada umumnya proses penegakan hukum
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melalui metode diversi ini dapat diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan
mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Hal ini
menunjukkan bahwa Negara memberikan etensi khusus untuk seorang anak
yang terkibat dalam kasus tindak pidana. Dengan adanya upaya diversi
diharapkan aparat penegak hukum dapat mengupayakan pendekatan yang
lebih humanis dan tidak terlalu mengedepankan formalistik hukum di dalam
menangani perkara anak.*

Skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak
Di Lembaga pemasyarakatan Kelas Il A Purwokerto”. yang ditulis oleh Esti
Setyawati, dalam penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum
terhadap narapidana anak yang berada dalam lembaga pemasyarakatan
Purwokerto yang belum sesuai dengan undang-undang No. 12 Tahun 1995
tentang pemasyarakatan karena masih ada hak-hak narapidana anak yang
belum dipenuhi dan tidak sesuai dengan undang-undang No. 23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak.®

Skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak
Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan Menggunakan Pendekatan Diversi
dan restorative justice”. Yang ditulis oleh Gilang Kresnanda Annas, dalam
penelitiannya dia mengatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum

harus diberikan perlindungan oleh hukum itu sendiri, dalam arti hukum harus

17 Qismanul Hakim, Penerapan Restorative Justice (keadilan Restoratsi) Dalam
Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum
Pidana Islam. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2018.

18 Esti Setyawati, Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak DI Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1l A Purwokerto. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soederman,
2002.
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memberikan putusan yang bersifat mendidik bagi anak kearah yang lebih baik.
Dalam skripsi ini, Gilang Kresnanda Annas, dalam kasus ini menggunakan
metode pendekatan dengan teori relatif, bagaimana suatu pemidanaan itu
haruslah mempunyai tujuan yaitu: preventif, deterrence dan reformatif.

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini
perlu dilakukan, yaitu, dengan judul yang akan diangkat adalah ‘“Penerapan
Asas Restorative Justice Dalam Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum: Studi Perbandingan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama”.
Dalam hal ini penulis berharap bahwa dengan melibatkan tokoh agama Hal
ini menjadi sangat penting dilakukan oleh kedua lembaga tersebut, sebab dua
lembaga ini memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap masyarakat di
Indonesia. Sebagai respon terhadap masalah sosial anak, dengan melibatkan
tokoh agama menjadi salah satu kunci yang sangat efektif di tengah-tengah

masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanganan kasus anak.

E. Kerangka Teorli
Penerapan paradigma restorative justice dalam konteks saat ini masih
dianggap belum sepenuhnya sempurna dalam implementasi sistem peradilan
pidana anak, dalam kasus anak yang menghadapi perkara hukum di mata
pengadilan. Oleh karena itu penelitian ini menghadirkan teori maslaha-
mursalah yang diharapkan untuk mendapatkan titik temu problem solving

yang masih sering terjadi.

19 Gilang Kresnannda Annas, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang
Berhdapan Dengan Hukum Dengan Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice”.
Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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Maslahah al-mursalah, atau juga dapat disebut Istislah adalah apa yang
dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan
hukum, namun tidak ada petunjuk syara’ yang memperhitungkannya dan tidak
ada pula petunjuk syara’ yang menolaknya. %

Maslahah secara etimologi merupakan kata tunggal dari lafadz masalih
yang pada hakikatnya sama dengan kata shaluha yang mempunyai arti
mendatangkan kebaikan, selain itu kadang digunakan juga bentuk yang lain
dengan arti dan maksud yang sama; istilah yang mempunyai konotasi makna
mencari kebaikan.?* Dalam penggunaanya, kata mashlahah dan istislah sering
beriringan dengan kata munasib yang berarti hal-hal yang cocok, akurat,
sesuai, dan tepat penggunaannya.

Menurut Abu Zahrah memberikan definisi terhadap maslahah vyaitu
“Maslahah yang selaras dengan tujuan syari’at islam dan tidak ada petunjuk
tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.

Menurut Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan maslahah
sebagai berikut: “Apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’
dalam bentuk Nash tertentu yang membatalkan dan tidak ada yang
memerhatikannya”.

Dari makna yang telah dipaparkan diatas dapat dipahami bahwa, segala
sesuatu yang mengandung kemanfaatan di dalamnya baik untuk melahirkan

manfaat, kebaikan dan maupun untuk menolak kemudharatan maka semua itu

20 Prof, Dr. H. Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2011), him 354.
21 Ahwan Fanani, Evosuli Ushul Figih, Konsep dan pengembangan metodologi hukum islam,
(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), him 79.
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disebut sebagai maslahah. Dari rumusan di atas pula dapat ditarik kesimpulan

tentang hakikat dari maslahah mursalah tersebut sebagai berikut:

1. la adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat
mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia

2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan
syara’ dalam menetapkan hukum.

3. Apa yang baik menurut akal dan sejalan dengan tujuan syara’ tersebut
tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang menolaknya dan juga tidak
ada petunjuk syara’ yang mengakuinya.

Dalam khazanah keilmuan ushul figih, kata maslahat menjadi sebuah
istilah teknis yang berarti “Berbagai manfaat yang dimaksud syari’ dalam
penerapan hukum bagi para hamba-hambanya yang mencakup tujuan untuk
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan, serta mencegah
hal-hal yang dapat menyebabkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan
tersebut”.??

Dengan demikian maslahah-mursalah harus memiliki syrat-syarat yang
harus terpenuhi. Ulama menawarkan syarat-syarat maslahah-mursalahah yang
digunakan sebagai sumber pembentukan hukum,?* Diantaranya adalah:

Pertama, maslahah tidak boleh bersifat asumtif akan tetapi harus
realistis, artinya maslahah itu harus melakhirkan kebaikan dan menolak
kerusakan. Kedua, maslahah harus bersifat universal bukan individual,

Artinya bahwa maslahah dalam pembentukan hukum terhadap suatu peristiwa

22 1bid, him 80
23 Burhanuddin, Figih Ibadah, Bandung: Pustaka Setia, 2001. HIm 162.
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harus memberikan manfaat bagi semua pihak, tidak hanya satu pihak saja

atau satu kelompok semata. Ketiga, masalah tidak boleh bertentangan dengan

dalil syara’, baik Al-Qur’an maupun Hadits. Empat, maslahah digunakan
ketika suatu masalah sulit terpecahkan dan memang harus diselesaikan
dengan cara ini.

Sejalan dengan hal ini Al-Ghazali memberikan beberapa persyaratan agar
maslahah-mursalah bisa dijadikan istinbat hukum, dianataranya:

a. Maslahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’.

b. Maslahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’.

c. Maslahah itu masuk pada kategori maslahah-dharuriyah, sebagai suatu
kebutuhan yang mendesak baik menyangkut kemaslahatan individual
maupun kemaslahatan universal.

Dari rumusan berbagai ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa
maslahah-mursalah  dapat dijadikan landasan hukum dan dapat
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari apabila memenuhi beberapa

ketentuan yang tersebut diatas.

. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memaparkan sebuah ide
dengan menggunakan pemaparan yang rasional dan sistematis, oleh sebab itu
pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tahapan dalam penelitian

nya, yaitu:
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1. Jenis Penelitian
Penelitian lapangan (field Risearch) dilakukan dimana lokasi penelitiannya
baik di masyarakat atau suatu kelompok manusia tertentu sebagai latar di
mana peneliti melakukan penelitian. 24
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. Deskriptif adalah sautu
metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu
kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas pada masa sekarang.
Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara
sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antara fenomena yang diselidiki.>> Dalam hal ini adalah tentang
Restorative justice. Komparatif adalah penelitian yang ingin mencari
jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa
factor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena
tertentu.?® Dalam hal ini penulis membandingkan pendapat dari beberapa
tokoh agama dari lembaga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
a. Subyek Penelitian
Subyek dari penelitian ini adalah tokoh agama, ulama dari lembaga
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Adapun yang menjadi obyek

dari penelitian ini adalah pendapat atau argumentasi para tokoh

24 Jonathan Sarwono, metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha limu,
2006), him 18.

25 Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Bogor Indonesia,2011), him 54.

%6 |bid, hlm 58.
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Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap penerapan asas

restoratife justice dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-

yuridis. Pendekatan normatif-yuridis adalah pendekatan terhadap

suatu masalah yang ada pada ayat al-qur’an dan Hadits serta undang-

undang yang berlaku dimana masyarakat itu tinggal dan bersosialisasi.

1) Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

a)

b)

Data primer

Sumber data primer diperolenh melalui studi pustaka,
maka dalam memperoleh data utama adalah referensi-
referensi yang berhubungan dengan hukum pidana anak,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan
anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system
peradilan pidana anak (SPPA), referensi-referensi, tulisan-
tulisan maupun penelitian-penelitian yang berhubungan
dengan pidana anak dan tema-tema lain yang berkaitan.
Wawancara atau interview

Merupakan suatu proses untuk memperoleh keterangan
langsung atau data dengan metode tanya jawab, dengan cara
bertatap muka dengan para narasumber dari kedua tokoh

lembaga dengan menggunakan alat yang dinamakan interview
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guide (pedoman wawancara), namun situasi pada saat ini
masih dalam situasi waspada terhadap penyebaran Covid-19,
maka dalam kaitannya dengan hal ini penulis akan melakukan
mewawancara secara daring dengan para tokoh dari lembaga
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
2) Data Sekunder

Data sekunder atau data yang mendukung penelitian ini, yaitu

bersumber dari buku-buku, jurnal, koran, menuskrip dan literatur-

literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pengkajian dalam penelitian ini, maka penulis
membagi sistematika pembahasan dengan beberapa bagian sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang merupakan sebuah pengantar
pembahasan secara global tentang latar belakang masalah, rumusan pokok
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar
terhadap pembahasan selanjutnya.

Bab kedua, kerangka teori menjelaskan tentang teori maslahah-mursalah,
yang meliputi: penjelasan tentang definisi, pembagian maslahah-mursalah dan
syarat-syarat kehujjahhannya.

Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan tentang penjelasan tentang

paradigma restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA),
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yang meliputi: definisi, bentuk dan konsep penerapannya dalam kasus anak
yang berhadapan dengan hukum. Pembahasan mengenai undang-undang
perlindungan anak, definisi anak berhadapan dengan hukum (ABH). Dan
pergeseran paradigma pemidanaan retributive menuju keadilan restorative.

Bab keempat, Analisis-Komparatif terhadap pandangan para tokoh
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang penerapan paradigma
restorative justice dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum,
pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang asas
restorative juctice ditinjau melalui analisa maslahah mursalah.

Bab kelima, Merupakan bab penutup yang berisi dua sub vyaitu,

kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penulisan ini.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis tentang pandangan tokoh Muhammadiyah
dan Nahdlatul Ulama terhadap penerapan asas restorative justice maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas Restorative Justice yang diatur dalam Undang-Undang
No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UUSPPA di
dukung oleh tokoh organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

2. Keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian kasus pidana
dengan jalan melibatkan korban/wali, pelaku/wali, dan pihak lain yang
berkewajiban atau memiliki wewenang, berbeda dengan asas paradigma
retributif yang diberlakukan sebelumnya yang memiliki orientasi
penahanan terhadap pelaku walaupun masih usia dibawah umur.

3. Upaya Diversi yang ditempuh untuk menyelesaikan suatu kasus sejalan
dengan kaidah-kaidah dan konsep mashlahah-mursalah yang terdiri atas:
Pertama, Mempertimbangkan kebutuhan manusia. Kedua rasionalitas
hukum dan pertanggung jawaban manusia, serta Ketiga, perlindungan dari
bahaya sesuai dengan tujuan dari berlakunya hukum.

4. Hasil analisis terhadap pendapat tokoh kedua lembaga Muhammadiyah
dan Nahdlatul Ulama dapat ditarik kesimpulan bahwa, sama-sama

menyetujui dan mendukung penerapan asas Restorative Justice.
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5. Penerapan asas restorative justice bertujuan untuk menjunjung tinggi
harkat dan martabat serta menjamin keberlangsungan hidup anak dan
terpenuhinya hak-hak seorang anak. Hal tersebut jika kita lihat dari
kacamata mashlahah dzururiyah yang mengupayan terwujudnya tujuan
syari’at (maqasid as-syari’ah) pion ke empat yaitu, pemeliharaan terhadap
keluarga dan turunan (al-muhafazah ‘ala an-nashl) yang merupakan
jaminan untuk kelestarian populasi ummat manusia agar tetap hidup dan
tumbuh berkembang dengan sehat dan kokoh, baik budi pekerti serta
agamanya.

6. Paradigma restorative justice mengandung prinsip-prinsip dalam
penerapannya diantaranya, mengupayakan perdamaian diluar pengadilan
oleh pelaku/wali tindak pidana terhadap korban/wali tindak pidana,
memberikan  kesempatan  bagi pelaku tindak pidana  untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara mengganti kerugian
akibat tindakannya, dan mengupakan agar korban/wali tindak pidana
mendapatkan hak-haknya atas kerugian yang dialaminya. Sejalan dengan
hal ini sejalan dengan prinsip mashlahah dzururiyah yaitu tingkat
kebutuhan yang harus ada atau disebut kebutuhan primer. Apabila tingkat
kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat
manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.pemeliharaan terhadap lima
hal yang menjadi tujuan pokok syari’at (maqgasyid as-syari’ah). Yaitu,

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan atau keluarga, dan harta termasuk
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dalam kategori, karena dengan menjaga kelima hal pokok tersebut maka

kebutuhan primer manusia akan terpenuhi.

B. Saran

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah di sahkan dan
diterapkan sejak tahun 2012 namun masih banyak masyarakat yang sering
main hakim sendiri apabila terjadi suatu tindak kejahatan. Masyarakat masih
cenderung bersikap tidak mau tahu apakah pelaku berusia dibawah umur
ataukah sudah dewasa. Persoalan tindakan menghakimi secara massa oleh
masyarakat terhadap pelaku kejahatan belum terselesaikan walaupun Asas
Restorative Justice telah diundangkan.

Penerapan asas restorative justice masih menerapkan pidana penjara
walaupun penanganan terhadap pelaku anak berbeda dengan penanganan
kasus tindak pidana pelaku orang dewasa. Ketika anak diambil atau dijauhkan
dari lingkungan diaman dia berada untuk menjalani proses hukum yang
dihadapi, hal tersebut tetap memberikan celah kepada masyarakat untuk
menjustice pelaku anak dengan dengan anggapan yang negatif sehingga
pelaku anak ketika kembali ke tengah-tengah lingkungan masyarakat akan
merasa terasingkan. Manurut saya perlu peninjauan ulang terkait pasal

ancaman pidana penjara dalam UUSPPA.
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